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ABSTRAK

Perlindungan konsumen diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen yang selanjutnya disebut UUPK, Undang-Undang tersebut bertujuan untuk menjamin
adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Didalamnya
mengatur sanksi diantaranya yaitu sanksi Pidana yang terdapat pada pasal 61 sampai pasal 63.
sanksi Pidana tersebut dianggap belum sempurna karena seharusnya lebih berfokus pada
perlindungan konsumen dan pemulihan kerugian daripada penindakan pidana terhadap pelaku
usaha serta lebih berorientasi pada perbaikan dan pemulihan sehingga dapat lebih efektif dalam
memperbaiki kerugian yang diderita oleh konsumen. Sanksi tersebut juga masih kurang sesuai
dengan tujuan pembaharuan dalam politik hukum pidana. Penelitian ini bertujuan agar dapat
mengoptimalkan tujuan dalam mewujudkan ketertiban dan keadilan melalui penegakan hukum dan
memberikan informasi mengenai Kketepatan perumusan dan penyelenggaraan hukum pidana
dikaitkan dengan tujuan penyusunan UUPK. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peraturan
perundang-undangan bidang perlindungan konsumen dikaitkan dengan rumusan dan
penyelenggaraan hukum pidana Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah
penelitian yuridis normatif, dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan (statute
approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Bahan hukum yang digunakan
adalah bahan hukum primer dan sekunder. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini
menggunakan teknis analisis preskriptif. Hasil pembahasan membuktikan rumusan dan
penyelenggaraan hukum pidana pada pelanggaran bidang perlindungan konsumen menunjukkan
bahwa tidak terpenuhi asas masuk akalnya kerugian yang dapat digambarkan oleh perbuatan pidana
tersebut, asas subsidiaritas bahwa hukum pidana hanya ultimum remidium), asas proporsionalitas
berupa keseimbangan antara kerugian dengan tujuan pemidanaan. asas legalitas pada asas lex certa
dan lex stricta, dan asas penggunaannya secara praktis dan efektifitasnya terkait penegakannya,
sementara asas yang terpenuhi adalah asas toleransi terhadap rumusan perbuatan pidana

Kata kunci: UUPK,Tujuan UUPK,Sanksi pidana.

ABSTRACT

Consumer protection is regulated in Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection,
hereinafter referred to as UUPK, this law aims to guarantee legal certainty to provide protection
to consumers. It regulates sanctions, including criminal sanctions contained in Article 61 to Article
63. These criminal sanctions are considered imperfect because they should focus more on
consumer protection and recovery of losses than criminal prosecution of business actors and are
more oriented towards repair and recovery so that they can be more effective in repair losses
suffered by consumers. These sanctions are also still not in accordance with the goals of reform in
the politics of criminal law. This research aims to be able to optimize the goals in realizing order
and justice through law enforcement and provide information regarding the accuracy of the
formulation and implementation of criminal law in relation to the purpose of drafting the UUPK.
This study aims to analyze legislation in the field of consumer protection associated with the
formulation and implementation of criminal law. The research method used in this research is
normative juridical research, using a statutory approach (statute approach) and a conceptual
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approach (conceptual approach). The legal materials used are primary and secondary legal
materials. The analysis technique used in this study uses prescriptive analysis techniques. The
results of the discussion prove that the formulation and implementation of criminal law in
violations in the field of consumer protection shows that the principle of reasonable loss that can
be described by the criminal act is not met, the principle of subsidiarity that criminal law is only
ultimum remidium), the principle of proportionality in the form of a balance between losses and the
purpose of punishment. the principle of legality in the principles of lex certa and lex stricta, and the
principle of their practical use and effectiveness related to their enforcement, while the principle
that is fulfilled is the principle of tolerance towards the formulation of criminal acts.

Keywords: UUPK, Purpose of UUPK, Criminal sanctions

PENDAHULUAN

Perkembangan perekonomian yang
pesat telah menghasilkan beragam variasi
barang dan/atau jasa. Dengan dukungan
teknologi dan informasi, perluasan ruang,
gerak dan arus transaksi barang/dan atau jasa
telah melintasi batas-batas wilayah Negara.
Konsumen pada akhirnya dihadapkan pada
berbagai pilihan jenis barang dan/atau jasa
yang ditawarkan secara variatif. Kondisi
seperti ini, pada satu sisi menguntungkan
konsumen karena kebutuhan terhadap barang
dan/atau jasa yang diinginkan dapat terpenuhi
dengan beragam pilihan.

Untuk  melindungi  kepentingan
konsumen dalam  mengonsumsi  barang
dan/atau jasa, maka pemerintah mengeluarkan
kebijakan pengaturan hak-hak konsumen
melalui undang-undang pembentukan undang-
undang tersebut merupakan bagian dari
implementasi sebagai negara
kesejahteraan, karena Undang Undang Dasar
1945 di samping sebagai konstitusi politik juga
dapat disebut sebagai konstitusi ekonomi yang
mengandung ide Negara
kesejahteraan.(Zulham 2016)

Perlindungan konsumen merupakan
masalah kepentingan manusia, oleh karena itu
menjadi harapan bagi semua bangsa didunia
untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan
perlindungan konsumen adalah mewujudkan
hubungan berbagai dimensi yang satu sama
lain mempunyai keterkaitan dan saling
ketergantungan antara konsumen, pengusaha,
dan pemerintah. Pengaturan perlindungan
konsumen dilakukan dengan  bertujuan:
(Rajagukguk 2000)

a. Menciptakan
konsumen

sistem perlindungan
yang mengandung unsur
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keterbukaan akses dan informasi, serta
menjamin kepastian;
b. Melindungi kepentingan konsumen pada

khususnya dan kepentingan seluruh
pelaku usaha;

c. Meningkatkan kualitas barang dan
pelayanan jasa;

d. Memberikan perlindungan kepada

konsumen dari praktek usaha yang menipu

dan menyesatkan;

e. Memadukan penyelenggaran,
pengembangan dan pengaturan
perlindungan konsumen dengan bidang-
bidang perlindungan pada bidang-bidang
lain. (Syawali, Husnhi & Imaniyati 2000)
Perlindungan konsumen dalam Undang-

Undang No 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen yang selanjutnya

disebut UUPK adalah segala upaya yang

menjamin adanya kepastian hukum untuk
memberikan perlindungan kepada konsumen.

Dalam beberapa kasus banyak ditemukan

pelanggaran-pelanggaran yang merugikan para

konsumen.(Muladi 2002)

Berdasarkan Undang -  Undang
Perlindungan Konsumen, masyarakat wajib
mendapat perlindungan hak yang paling asasi
yaitu, mendapatkan informasi dan keamanan
terhadap apa yang dibeli di pasaran. Guna
mencapai tujuan dari UUPK, disusun berbagai
norma hukum di dalamnya yang dimaksudkan
untuk mencapai tujuan dimaksud. Secara
sistematis UUPK terdiri atas 15 Bab dan 65
pasal. Dimulai dari ketentuan umum, asas dan
tujuan, hak dan kewajiban konsumen, hak dan
kewajiban pelaku usaha, perbuatan yang
dilarang bagi pelaku usaha, ketentuan
pencantuman klausula baku, tanggung jawab
pelaku usaha, pembinaan dan pengawasan,
badan perlindungan konsumen nasional,
lembaga perlindungan konsumen swadaya



masyarakat, penyelesaian sengketa, badan
penyelesaian sengketa konsumen, penyidikan,
sanksi, ketentuan peralihan dan ketentuan
penutup. Dimana yang akan dibahas dalam hal
ini adalah mengenai ketentuan pidana dalam
UUPK.

Ketentuan saksi pidana dalam Undang-
Undang No 8 Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen terdapat dalam Pasal
62 dan 63 Pasal 62 UUPK menyatakan sebagai
berikut:

“01 Pelaku wusaha yang
melanggar ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9,
Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15,
Pasal 17, ayat (1) huruf a, huruf b,
huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal
18 dipidana dengan pidana penjara
paling lama 5 (lima) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp
2.000.000.000,00 (dua milyar
rupiah).

2) Pelaku usaha yang melanggar
ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13
ayat (1), Pasal 14, Pasal 16, dan
Pasal 17 ayat (1) huruf d dan huruf f
dipidana dengan pidana penjara
paling lama 2 (dua) tahun atau
pidana denda paling banyak Rp

500.000.000,00 (lima ratus juta
rupiah).

(3) Terhadap pelanggaran yang
mengakibatkan luka berat, sakit

berat, cacat tetap atau kematian
diberlakukan ketentuan pidana yang
berlaku.”

Pasal 63 UUPK menyatakan sebagai
berikut:

“sanksi pidana sebagaimana dalam
pasal 62, dapat dijatuhkan hukuman
tambahan, berupa:

a. Perampasan barang tertentu;
b. Pengumuman putusan hakim;
c. Pembayaran ganti rugi;

d. Perintah penghentian kegiatan

tertentu yang menyebabkan
timbulnya kerugian konsumen;
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e. Kewajiban penarikan barang
dari peredaran; atau
f.  Pencabutan izin usaha.”

Sanksi pidana adalah suatu jenis sanksi
yang bersifat nestapa yang diancamkan atau di
kenakan terhadap perbuatan atau pelaku
perbuatan pidana atau tindak pidana yang
dapat menggangu atau membahayakan
kepentingan hukum, serta proses jalannya
pembangunan nasional. Tapi Kita juga
menyadari sanksi pidana bersifat ultimum
remedium atau senjata pamungkas, atau dalam
bahasa kebijakan atau manajemen adalah
"jalan terakhir yang di tempuh, dari berbagai
solusi atau alternatif solusi lainnya. Dari
penjelasan singkat diatas secara implisit
terdapat suatu kesimpulan, yaitu harus adanya
efisiensi dalam penggunaan sanksi pidana.
Prof. Moelyatno. pernah mengatakan. (secara
garis besar) "bahwa penggunaan sanksi pidana
terhadap kriminalisasi perbuatan-perbuatan
tertentu di tuntut Kkonsistensinya dalam
penegakannya, agar wibawa hukum itu tetap
terjaga".

Kaitan antara sanksi pidana dengan
tujuan penyusunan UUPK ini adalah mengenai
kajian lebih mendalam mengenai tujuan
pemberian sanksi pidana terhadap pemenuhan
ketentuan hukum yang melindungi
kepentingan konsumen di Indonesia yang
belum memadai. sehingga berdasarkan
pertimbangan tersebut diperlukan perangkat
peraturan perundang-undangan untuk
mewujudkan  keseimbangan  perlindungan
kepentingan konsumen dan pelaku usaha
sehingga tercipta perekonomian yang sehat
yang akan diterima.

Mengkaji tentang sanksi yang terdapat
dalam Undang-Undang No 8 Tahun 1999
tentang Perlindungan Konsumen ini berkaitan
dengan adanya politik hukum pidana yang
berarti perlu mengulas tentang masalah
perundang-undangan hukum pidana yang
aktual Politik Hukum Pidana biasa disebut
dengan Kebijakan Hukum Pidana (Penal
Policy) atau Pembaharuan Hukum Pidana.
Melaksanakan Politik Hukum Pidana berarti
usaha mewujudkan peraturan perundang-
undangan pidana yang sesuai dengan keadaan
dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-



masa yang akan datang. Apabila dilihat dari
aspek ‘Politik Hukum’, maka berarti ‘Politik
Hukum Pidana’ mengandung arti bagaimana
negara mengusahakan atau membuat dan
merumuskan  suatu  perundang-undangan
pidana yang baik untuk masa kini dan yang
akan datang. Jadi secara umum, Politik Hukum
Pidana adalah kebijakan penanggulangan
kejahatan dengan hukum pidana atau Politik
Hukum Pidana adalah usaha penanggulangan
kejahatan lewat pembuatan undang-undang
pidana. (Arief 1996). Urgensi dari politik

hukum ini sangat diharapkan dalam
perkembangan produk- produk perundangan-
undangan agar lebih sensitif terhadap

perkembangan masyarakat Indonesia. Produk
hukum dijadikan pedoman pengaturan semua
aspek kehidupan baik politik, sosial, budaya,
keamanan maupun dalam bidang ekonomi.
Tentunya dengan acuan yang baik dari
peraturan perundang-undangan diharapkan
dapat mengatasi masalah atupun dikotomi
yang dialami oleh masyarakat. Sehingga
politik hukum ini harus melihat fenomena
adanya perubahan yang terjadi di masyarakat.
Menurut Himes dan Moore perubahan sosial

mempunyai tiga dimensi yaitu: dimensi
struktural, dimensi kultural dan dimensi
interaksional. (Harianto 2017).

Berdasarkan dengan adanya

permasalahan diatas, penulis tertarik untuk
meneliti permasalahan terkait sanksi pidana
dalam Undang-Undang Perlindungan
Konsumen ditinjau dari asas dan norma
permbentukan  hukum  pidana. Dengan
rumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah sanksi pidana penjara telah
memenuhi kriteria dalam pembentukan
norma hukum pidana?

METODE
Metode penelitian yang digunakan

dalam penelitian ini adalah yuridis normatif
atau penelitian hukum normatif. dengan
pendekatan dan perundang-undangan,
pendekatan konsep politik hukum pidana,
Pendekatan perundang-undangan dilakukan
dengan penelusuran peraturan perundang-
undangan yang terkait dengan isu hukum
yang menjadi pokok  pembahasan..
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pendekatan konsep dilakukan dengan doktirn
serta pandangan-pandangan dalam ilmu
hukum. Dengan hal tersebut penulis
diharapkan dapat menemukan suatu ide yang
melahirkan konsep-konsep, pengertian, dan
asas-asas hukum yang revelan dengan
penelitin yang dilakukan.

Sumber bahan hukum yang digunakan
dibedakan menjadi tiga, yaitu sumberbahan
hukum primer, skunder, dan non hukum(Ali
2009). Bahan hukum rimer terdiri dari
Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia tahun 1945, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, danUndang-Undang No 8
Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen.

Sedangkan bahan hukum sekunder terdiri
dari buku, teks, kamus hukum, skripsi, tesis,
disertasi,dan putusan hakim yang berkaitan
dengan isu hukum yang dibahas(Ali 2009).
Untuk bahan non hukum merupakan bahan
hukum yang mendukung bahan hukum primer
dan bahan hukum sekunder sehingga dapat
memberikan pemahaman dan pengertian atas
bahan hukum lainnya(lbrahim 2008).

Teknik pengumpulan bahan hukum dibagi
menjadi dua yaitu teknik pengumpulan bahan
hukum primer dan teknik pengumpulan bahan
sekunder dan bahan nonhukum.(Diantha
2016). Teknik pengumpulan bahan hukum
primer dilakukan dengan menggolongkan
undang-undang berdasarkan asas preferensi
sedangkan teknik pengumpulan bahan hukum
sekunder dan non hukum dilakukan dengan
studi kepustakaan. Teknik analisis bahan
hukum yang dilakukan dalam penelitian ini

menggunakan  metode  preskripsi,  yaitu
mengidentifikasi  fakta-fakta hukum dan
mengeleminasi  bahan-bahan yang tidak

memiliki kaitan dengan masalah penelitian,
melakukan pencarian jawaban rumusan
masalah berdasarkan bahan hukum yang telah
terkumpul,  lalu  melakukan  penarikan
kesimpulan sebagai jawaban atas rumusan
masalah

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adanya  pembentukan  Undang-
Undang Nomor Tahun 1999 tentang
Perlindungan Konsumen dimaksudkan sebagai
undang-undang yang mengatur tentang



sebagian hak-hak dan kewajiban konsumen.
Hukum perlindungan konsumen di samping
mempunyai  aspek  keperdataan  juga
mempunyai aspek kepidanaan. Karena itu,
hukum perlindungan konsumen adalah juga
bagian dari hukum pidana. Artinya, perbuatan
produsen yang merugikan atau melanggar hak
konsumen yang bertentangan dengan norma
hukum pidana dapat dikategorikan sebagai
tindak pidana, karena itu diselesaikan dengan
hukum pidana dan memakai instrumen pidana
seperti asas hukum pidana.

Asas hukum adalah prinsip-prinsip
hukum yang abstrak dan pada umumnya
melatarbelakangi  peraturan  konkret dan
pelaksanaan  hukum. Peraturan  konkret
(seperti  undang-undang) tidak  boleh
bertentangan dengan asas hukum, demikian
pula dalam putusan hakim, pelaksanaan
hukum dan sistem hukum. Apabila dalam
sistem hukum terjadi pertentangan, maka asas

hukum akan tampil untuk mengatasi
pertentangan tersebut. Misalnya, terjadi
pertentangan antara satu undang-undang

dengan undang-undang lainnya, maka harus
kembali melihat asas hukum sebagai prinsip
dasar yang mendasari suatu peraturan hukum
berlaku secara universal. (Mas 2004)

Menurut Prof. Mardjono
Reksoduputro ada sejumlah asas yang patut
diperhatikan untuk menentukan bagaimana
hukum pidana dirumuskan dan
diselenggarakan, yaitu:

A. Asas masuk akalnya kerugian
yang dapat digambarkan oleh
perbuatan tersebut (dapat menjadi
aspek moral, tetapi seharusnya
merupakan public issues).

Pada hakekatnya hukum
mengandung ide atau konsep-
konsep yang dapat digolongkan
sebagai suatu yang abstrak. Ke
dalam kelompok yang abstrak
termasuk ide tentang keadilan,
kepastian hukum dan
kemanfaatan sosial. Melihat dari
aspek moral yang ditimbulkan
tetapi merupakan masalah yang
dihadapi secara umum yang dapat
di lihat dari Undang-Undang No 8
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Tahun 1999 tentang Perlindungan

Konsumen padapasal  yang
mengatur tentang sanksi pidana
pada pasal 62 dan pasal 63
UUPK.

Tujuan pemberian sanksi pidana
tertuju pada pelaku usaha dan atau
pengurusnya  yang melakukan
pelanggaran terhadap ketentuan pasal
Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13
ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)
huruf a, huruf b, huruf c, huruf e,
ayat (2), dan Pasal 18. Pasal tersebut
memuat terkait perbuatan yang
dilarang  bagi  pelaku  usaha.
Perbuatan tersebut jika terjadi maka
akan merugikan konsumen dari segi
finansial dan kerugian yang diderita
secara materiil sehingga mengancam
stabilitas perekonomian dan
integritas sistem keuangan, tetapi
juga dapat membahayakan sendi-
sendi  kehidupan  bermasyarakat,
berbangsa, dan bernegara. Melihat
dari kerugian yang ditimbulkan maka
sanksi pidana masih dirasa belum
efektif untuk melindungi hak dan
kewajiban konsumen serta hanya
memberi efek jera kepada pelaku
usaha.

B. Asas toleransi terhadap perbuatan
tersebut  (penilaian atas terjadinya
kerugian, berkaitan erat dengan ada atau
tidak adanya toleransi;  toleransi
didasarkan pada penghormatan atas
kebebasan dan tanggung jawab individu

Toleransi didasarkan pada
penghormatan atas kebebasan dan
tanggungjawab individu. Bila dilihat dari
perspektif  yuridis, Ruang lingkup
perbuatan yang dapat dikategorikan
sebagai tindak pidana administrasi
adalah pelanggaran terhadap kewajiban
administrasi, perizinan, persyaratan dan
standar yang ditetapkan, sementara
sanksi pidana pada pelanggaran ini
diberikan pelaku usaha yang menjadi
tindak pidana dalam UU bidang
perlindungan konsumen ini.
(MURNIATI 2007) Hasil sesungguhya



yang diinginkan oeh konsumen yaitu
terkait haknya dan pemberian denda atau
ganti rugi dirasa lebih memberi manfaat
bagi konsumen. jadi toleransi pada
pelaku usaha dan/ atau pengurusnya
ditetapkan tergantung pada kategori
jumlah  kerugian  konsumen, dan
bergantung pada subyektifitas penegak
hukum.

c. Asas subsidaritas

Asas ini menyatakan bahwa sebelum
perbuatan dinyatakan sebagai tindak pidana,
perlu diperhatikan dahulu apakah kepentingan
hukum yang terlanggar oleh perbuatan tersebut
masih dapat dilindungi dengan cara lain,
karena hukum pidana hanya ultimum
remidium. Maka pernyataan asas diatas
berhubungan juga dengan asas ini dimana pada
negara Indonesia sendiri penggunaan pidana
penjara dan denda yang hanya sedikit dan
tidak menyentuh kerugian nominal penuh dari
para pelaku usaha.

Kebijakan penanggulangan kejahatan
di bidang ekonomi dengan menggunakan
hukum pidana harus dilakukan secara berhati-
hati. Sanksi pidana sendiri menurut Barda
Nawawi Arief memiliki sejumlah kelemahan,
diantaranya adalah dalam operasionalisasinya
memerlukan sarana pendukung yang lebih
bervariatif seperti berbagai undang-undang,
lembaga/aparat pelaksana dan lebih menuntut
biaya yang tinggi. Penggunaan sanksi pidana
hanya bersifat simtomatik bukan kausatif
karena sebab-sebab kejahatannya sendiri
berada jauh di luar jangkauan hukum pidana.

Politik hukum pidana dalam tindak
pidana UUPK seharusnya berorientasi pada
pengembalian kerugian yang dirasakan oleh
konsumen melalui tahap pemberian ganti rugi.
Demi menjaga kesejahteraan konsumen dan
memberi hukuman terhadap pelaku usaha,
maka rumusan pidana denda terhadap pelaku
tindak pidana menjadi sanksi utama (premum
remedium), sedangkan pidana penjara
dirumuskan sebagai sanksi bersifat ultimum
remedium.
d. Asas proporsionalitas

Asas ini menitikberatkan harus ada
keseimbangan  antara  kerugian  yang
digambarkan  dengan  batas-batas  yang
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diberikan oleh asas toleransi dan dengan reaksi
atau pidana yang diberikan maksudnya harus
seimbang antara beratnya pidana yang
dijatuhkan dan beratnya kerugian yang sama
sehingga layak untuk dikatakan undang-
undang yang ideal. Dalam hukum pidana, asas
ini berarti bahwa hukuman yang diganjar
kepada pelaku perlu disesuaikan dengan
kejahatannya dan tidak boleh berlebihan Harus
seimbang antara kepentingan yang dibela dan
cara yang dipakai di satu pihak dan
kepentingan yang dikorbankan. Dalam hal ini
sanksi yang diterapkan pada UUPK belum
seimbang dan belum ideal dan dapat
disimpulkan bahwa kerugian masih belum
terpenuhi.

e. Asas legalitas

Asas legalitas merupakan asas
penting dan utama dalam hukum pidana. Asas
tesebut termuat dalam Pasal 1 Ayat (1) KUHP
yang menyakatakan

“Suatu  perbuatan
tidak dapat dipidana, kecuali
berdasarkan kekuatan
ketentuan perundang-
undangan pidana yang telah
ada’.

Asas ini bertujuan untuk menjatuhkan
hukuman dalam hukum pidana, dimana setiap
hukuman yang akan dijatuhkan oleh hakim
harus merupakan suatu akibat hukum dari
suatu adanya ketentuan undang-undang dengan
tujuan untuk menjamin hak-hak setiap orang.
Asas ini merupakan perlindungan terhadap
individu terutama bagi pelaku tindak pidana
dalam menjamin keadilan dan kepastian
hukum.

Menurut Barda Nawawi Arief (Arief
2003) ketentuan Pasal 1 ayat (1) KUHP
mengandung asas “legalitas formal” atau “lex
scripta”, asas “lex certa”, asas “lex temporis
delicti” atau asas “non retroaktif”. Pada
dasarnya asas legalitas mengandung 3 aspek
penting yakni: Lex Certa artinya ketentuan
perundang-undangan pidana harus jelas dan
terang (mengarah kepada asas kepastian
hukum Lex Stricta artinya artinya ketentuan
perundang-undangan pidana harus ketat dan
terbatas jangkauannya. Lex Scripta artinya



harus ada aturan hukum pidana tertulis yang
menjadikan perbuatan tersebut dapat dipidana.

Bidang  perlindungan  konsumen
adalah perkara bidang administrasi dengan
mengharap pemenuhan kewajiban pelaku
usaha pada konsumen yang berupa target
utama dalam menjalankan kepentingan usaha
dan kemajuan ekonomi.

f. Asas penggunannya secara praktis
dan efektifitasnya.

Asas ini menitikberatkan terhadap
kemungkinan penegakannya serta dampaknya
pada prevensi umum. Pengaturan mengenai
sanksi pidana yang akan dikenakan terhadap
pelaku delik diformulasikan kembali sehingga
dapat mencakup pidana formal seperti
kurungan dan denda dan pidana informal.
Selain itu pula, pembentuk UndangUndang
harus mempertimbangkan pengenaan sanksi
yang berbeda bagi korporasi dan perorangan
atau individu. Tolok ukur dari sanksi pidana
ini pada akhirnya adalah efektivitas sanksi
pidana untuk mencegah terjadinya suatu delik
(hal ini mengacu pada teori pencegahan dalam
konteks hukum penitensier) atau pun untuk
mengembalikan keadaan seperti sedia kala.
(MURNIATI 2007)

Berdasarkan uraian tersebut dalam
Undang-Undang  Perlindungan  Konsumen
terdapat beberapa asas dalam hukum pidana
yang mungkin tidak sepenuhnya sesuai dengan
karakteristik hukum pidana. Asas yang
sepenuhnya terpenuhi yakni asas toleransi
terhadap perbuatan pidana dimana asas
tersebut mengacu pada sifat umum dari sanksi
pidana dan berlaku untuk semua pelanggaran
hukum yang serupa. Meskipun asas tersebut
diterapkan dalam hukum pidana secara umum,
namun dalam konteks UUPK vyang lebih
spesifik, ada kebutuhan untuk lebih
mempertimbangkan ~ aspek  perlindungan
konsumen yang bersifat khusus.

Dengan memperhatikan asas-asas
tersebut, strategi perumusan hukum pidana
akan mendekati kebutuhan pembentukannya
dan strategi penegakannya. Untuk itu, politik
perundang-undangan dalam Undang-Undang
No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen harus senantiasa diarahkan pada
upaya mengatasi beebagai permasalahan dalam
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penyelenggaraan  perlindungan  konsumen
sebagai sistem dan politik hukum yang
meliputi permasalahan yang berkaitan dengan
struktur hukum, substansi hukum dan budaya
hukum yang sangat erat kaitannya dengan
kebijakan pemberlakuan ini.

Rumusan  dan  penyelenggaraan
hukum pidana pada pelanggaran bidang
perlindungan konsumen menunjukkan bahwa
tidak terpenuhinya beberapa asas yang
dirumuskan untuk memenuhi  ketentuan
pembentukan sanksi pidana. Yang pertama
yaitu asas masuk akalnya kerugian yang dapat
digambarkan oleh perbuatan pidana tersebut,
asas toleransi terhadap perbuatan tersebut
terpenuhi berdasarkan indikasi masih tingginya
nilai pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku
usaha. Asas ketiga adalah subsidiaritas bahwa
hukum pidana hanya ultimum remidium), asas
ini tidak terpenuhi sebab rumusan perbuatan
pada UUPK menggunakan sanksi administrasi
dan pidana secara kumulatif jadi tidak
terpenuhi  asas utimum remidium. Asas
proporsionalitas berupa keseimbangan antara
kerugian dengan pidana berupa kerugian atas
ketiadaan pemenuhan kewajiban masyarakat
kondisi masyarakat dikaitkan dengan sanksi
mendasarkan  pada tujuan  pemidanaan,
dinyatakan tidak ada kaitan antara kerugian
dengan tujuan pemidanaan. Asas legalitas
aturan pada Bidang perlindungan konsumen
dengan mengenakan sanksi pidana berupa
sanksi pidana adalah menjadi tidak tepat sebab
tidak mendasarkan pada asas-asas rumusan
hukum pidana, jadi yang terpenuhi hanya asas
lex scripta, sementara asas lex certa dan lex
stricta tidak terpenuhi. Asas penggunaannya
secara praktis dan efektifitasnya terkait
penegakannya adalah tidak terpenuhi sebab
penegakan hukum pidana bidang ekonomi
belum memadai.

Sehingga, dalam  tulisan  ini
dilanjutkan pada permasalahan apa yang
menjadi politik hukum perundang-undangan
dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen
dari sudut kebijakan dasar dan kebijakan

pemberlakuannya.  Yang mana  untuk
menjawab  permasalahan  politik  hukum
perundang-undangan dari sudut kebijakan

dasarnya dengan menggunakan norma dan



asas yang berlaku dan untuk menjawab
permasalahan mengenai apa yang menjadi
politik hukum kebijakan pemberlakuan dari
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999
menggunakan norma yang ada pada tujuan
pembentukan hukum pidana.

Urgensi kehadiran hukum pidana
dengan karakter ketegasan dan daya paksa
serta sifat refresif sanksi hukumnya, secara
primum remedium disinergikan dengan norma-
norma hukum lainnya, merupakan suatu
keniscayaan dalam upaya menekan angka
produk pangan bermasalah yang semakin
fenomenal. Hal mana disebutkan Pasal 62 ayat
1 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan
Konsumen, yang menegaskan bahwa;

"Terhadap pelanggaran yang

mengakibatkan luka berat, sakit

berat, cacat tetap atau kematian
diberlakukan ketentuan pidana yang
berlaku.”

Seperti hal yang telah disampaikan
diatas, maka perlu hendaknya dapat dibedakan
dengan tegas, rumusan sanksi pidana yang
bersifat delik pelanggaran dan delik yang
bersifat kejahatan dalam rumusan UUPK dan
undang-undang terkait lainnya. Karena, hal
tersebut sangat terkait dengan tujuan
pemidanaan yang diantaranya diproyeksikan
untuk menekan kuantitas berbagai tindak
pidana pangan yang bertujuan untuk penjeraan.
Di dalam konsepsi KUHAP, delik yang berupa
pelanggaran dan kejahatan dibedakan karena
berkonsekwensi terhadap berat ringannya
sanksi yang akan dikenakan. Masih dalam
konteks tersebut, hendaknya juga dapat
dibedakan kualifikasi ancaman sanksi pidana
terhadap pelaku usaha perseorangan (natuurlijk
persoon) dengan pelaku usaha kategori badan
hukum (korporasi).

Adanya sanksi pidana tentang
penyelenggaraan  perlindungan  konsumen
sudah berjalan tetapi belum efektif sehingga
perlu dimaksimalkan, artinya dapat dilihat
dalam penyelesaian perkara yang dialami
konsumen, pendekatannya melibatkan semua
unsur dalam perkara. Sistem peradilan pidana
pada hakekatnya merupakan suatu proses
penegakkan hukum pidana yang dimaksudkan
untuk memberikan perlindungan masyarakat,
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kesejahteraan masyarakat, atau mengayomi
masyarakat. Dalam keberlangsungan sanksi
pidana penyelenggaraan perlindungan
konsumen mencakup tiga hambatan vyaitu:
pertama, pengawasan pelaksanaan sanksi, oleh
aparat penegak hukum belum maksimal dalam
menjatuhkan sanksi dan sebaiknya harus
benar-benar serius. Kedua, tanggung jawab,
belum adanya tanggung jawab pelaku usaha
yang biasanya delik berujung penggelapan
atau penipuan. Ketiga, pengetahuan dan
pemahaman hukum, yang masih kurang
sehingga biasa kelemahan ini disalahgunakan
oleh pelaku usaha.

PENUTUP
KESIMPULAN

1. Penjatuhan sanksi pidana dalam
Undang-Undang perlindungan
konsumen Ada sejumlah asas yang
patut diperhatikan untuk menentukan
bagaimana hukum pidana dirumuskan
dan  diselenggarakan mencapai
efektivitas yang sempurna dan bisa
menciptakan keseimbangan antara
hak dan kewajiban satu sama lain.
Dalam undang-undang perlindungan
konsumen hanya memenuhi aspek
dari asas toleransi terhadap perbuatan
tersebut

SARAN
1. Kepada masyarakat yang menjadi
konsumen dan pelaku usaha agar

lebih  memperhatikan hak dan
kewajiban yang harus dipenuhi
dengan tujuan utama menjaga

ketertiban, keadilan, keamanan, dan
melindungi hak-hak individu dalam
masyarakat. Kepada Pembuat
kebijakan dan perancang undang-
undang yang dalam hal ini adalah
DPR dan Presiden diharapkan dapat
menjadi masukan dalam membuat
dan meninjau kembali aturan yang
mengatur tentang pidana dalam
undang undang perlindungan
konsumen agar lebih jeli dan
mengedepankan kepastian hukum
dalam setiap aturan yang dibuat dan
harus memastikan  prinsip-prinsip



seperti proporsionalitas,
nondiskriminasi,  dan  kepastian
hukum terpenuhi.
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